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ABSTRAK

Akad Rahn adalah menjadikan barang sebagai jaminan terhadap piutang
yang dimungkinkan sebagai pembayaran piutang, baik seluruhnya ataupun
sebagiannya, barang pemilik sebagai jaminan utang yang bisa dijadikan
pembayaran apabila<orang. yang berutang tidak bisa melunasi utangnya. Pada
pelaksanaan akad rahn terjadinya perbuatan wanprestasi pada-nasabah pegadaian
syariah cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru, dikarenakan nasabah tidak sanggup
membayar atau lupa untuk melaksanakan kewajibannya.

Pokok masalah dalam:-penelitian ini adalah‘Pelaksanaan Akad Rahn antara
Nasabah dengan pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota
Pekanbaru. Pokok masalah tersebut selanjutnya di masukan ke dalam beberapa
submasalah yaitu: Apa saja kendala yang dihadapi oleh Nasabah dalam
melakukan Akad Rahn pada PT Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota
Pekanbaru dan Bagaimanakah penyelesaian sengketa wanprestasi pada PT
Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Obervasi) atau
penelitian hukum empiris dan sifatnya adalah diskriptif analitis. Penelitian ini
akan dilakukan dengan wawancara terhadap pimpinan cabang, pegawai PT
Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru™ dan nasabah PT
Pegadaian Syariah tersebut; Penelitian ini menggunakanpendekatan hukum
sosiologis yaitu penelitian fangsung. kelapangan. Untuk-pengumpulan data
diperoleh dari observasi, wawancara dan kuisoner.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terjawab mengenai pelaksanaan akad
rahn pada PT Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yant belum efektif karena masih
ada nasabah yang mempunyai kendala dalam pelaksanaan akad rahn tersebut,
seperti kurangnya menjelaskan.secara rinci mengenai produk-produk yang ada di
PT Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru, Pemberitahuan jatuh
tempo dan mengenai Biaya Administrasi yang di tentukan berdasarkan jumlah
pinjaman nasabah. Sementara itu, proses penyelesaian sengketa wanprestasi akad
rahn di PT Pegadaia Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru dengan cara
menelpon, SMS, menyurati nasabah sebanyak 3 (tiga kali) dan apabila tidak ada
tanggapan dari pihak nasabah maka upaya yang akan dilakukan pihak PT
Pegadaian Syariah dengan cara melakukan pelelangan terhadap barang agunan
(Jaminan) milik nasabah.

Kata kunci : Akad, Rahn, Syariah, Wanprestasi.
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ABSTRACT

Rahn's contract is to make goods as collateral for the possible receivables as
payment of receivables, either in whole or in part, the owner's goods as collateral
for debt that can be used as payment if the person who owes cannot pay off the

gadaian Syariah

ﬁ n Syariah. This
e on space. For
naires.

e implementation
ad nch has not been
effective beca - - &ms in implementing
the rahn contrac ts at PT Pegadaian
Syariah  Ahmad

efforts to be made by PT Pegadaian Syariah with how to make an auction of
collateral (collateral) belonging to the customer.

Keywords: Contract, Rahn, Syariah, Default.
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A. Latar Belakang

BAB |

PENDAHULUAN

berbagai k - S ny 3 : rsebut harusla
memiliki ug
apabila ses

transaksi 3 ) enuhi. Dengan

telah dijual tersebu of ya (Kasmir, 2011, hal.

261).

ingin memenuhi kebutuhannya i, maka masyarakat dapat
melakukan penjaminan harta atau barangnya pada perusahaan tertentu, perusahaan
yang dimaksud adalah pegadaian, dengan melakukan gadai ataupun menjaminkan
hartanya pada pihak pegadaian maka harta atau barangnya akan aman dan dapat
ditebus kembali. Dan di Indonesia sendiri yang mendapatkan izin seara resmi

dalam melakukan gadai atau berupa jaminan adalah pihak PT Pegadaian Syariah.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Dalam Islam gadai syariah atau rahn adalah pihak yang melakukan

penahan terhadap barang si pemilik peminjam atas pinjaman yang diberikannya,

dan barang yang ditahan tersebut harus mempunyai nilai jual (Muhammad

pada barang tersebut menurut syara’ sebagai pemberian uang, sehingga orang
tersebut boleh memakai atau memiliki sebagaian manfaat terhadap benda

tersebut.
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Gadai merupakan bentuk perjanjian tambahan yang berupa jaminan dari
suatu perjanjian pokok yaitu hutang-piutang dengan jaminan. Jaminan bertujuan

untuk memperoleh kepercayaan dari kreditur. Debitur menggadaikan barangnya

2000, hal.
yang diseb

G
Sip Syariat Islam,

o
&
d
A
o
o
o

an (Sazli Rais,

pemilik modal memberikan dana kepada Perum Pegadaian untuk mengelolanya,
dalam hal pendapatan dibagi 2 (dua) dimana 45,5% untuk BMI dan 54,5% untuk
Perum  Pegadaian  (http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/plj/article/view/1162,

diakses 03 mei 2018).
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Akad rahn bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak
yang berutang, pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakikatnya

adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (rahin), namun dapat juga dilakukan

dibidang j

kepada m

penuh, Hak pemegang agunan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan
piutang yang ia berikan dan apabila debitur tidak mampu melunasi utangnya baru
ia bisa menjual atau menghargai barang tersebut untuk melunasi utangnya, Akan
tetapi kalau barang agunan itu binatang yang bisa ditunggangi maka diperbolehkan

untuk dimanfaatkan.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, kerusakan barang gadai

(marhun) diatur pada Pasal 410 yang bunyinya: Apabila Barang gadai rusak karena

kelalaiannya, penerima gadai harus mengganti barang gadai” (Kompilasi Hukum

perusahaan-perusahaan keuangan menyatakan bahwa perusahaan keuangan
tersebut adalah syariah tetapi ada saja yang hanya bentuknya pada kenyataannya

bukan syariah.



Pegadaian Syariah cabang Ahmad Yani di Kota Pekanbaru ini berdiri
Pada Tahun 2008, dan melayani gadai sesuai konsep islam hingga saat ini. Apabila
dilihat dari produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah ini masih kalah pesat
daripada Perbankan Syariah, hal.ini bisa dilihat-dari produknya kebanyakan adalah
orang-orang yang sangat terpaksa datang ke Pegadaian Syariah untuk memenehui
kebutuhan hidup yang memaksa, penulis ketahui hal tersebut saat melakukan
wawncara dengan nasabah pegadaian syariah cabang Ahmad Yani Kota
Pekanbaru.

Sepintas yang menarik dari Pegadaian Syariah adalah proses yang amat
cepat dan sederhana inilah yang menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang
ke Pegadaian Syariah, disamping proses yang cepat dan sederhana Pegadaian
Syariah ini juga mempunyai kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan
usahanya, diantaranya kendala yang di hadapi masyarakat yaitu kurangnya
mensosialisasikan produk-produk yang ada di Pegadain Syariah Cabang Ahmad
Yani, jadi kebanyakan dari nasabah ada yang belum mengetahui dengan jelas
bagaimana cara dan prosedur untuk melakukan akad rahn tersebut. Kemudian
kendala yang dihadapai yaitu mengenai biaya Munah Akad (biaya administrasi),
pada Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani, munah akad yang dilakukan pada
Pegadaian Syariah tersebut dilakukan berdasarkan jumlah pinjaman nasabah, jadi
semakin tinggi pinjaman nasabah maka semakin tinggi pula jumlah munah akad
yang akan di bayarkan. Padahal didalam Fatwa MUI Nomor: 25/DSN-
MUI/111/2002 tentang Rahn menyatakan apabila seorang melakukan gadai syariah

tidaklah tepat bila dihitung berdasarkan jumlah pinjaman, didalam fatwa tersebut
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nery we[sy sej

hanya disebutkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak disebutkan mengenai

besarnya jumlah pinjaman nasabah, jadi apakah dengan kendala seperti itu pihak

Pegadaian Syariah ini sudah benar-benar menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat

Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru”.
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B. Rumusan Masalah.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan

masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja kendala ya ihadapi NE da ielakukan Akad Rahn

2. Hasil penelitian ini kiranya bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis
bagi masyarakat umum dan aparat penegak hukum khususnya Lembaga

Pegadaian.
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D.

Tinjauan Pustaka.

a. Pengaturan Akad.

Didalam islam perjanjian atau akad ini memiliki arti, yaitu:

suatu perbug ' : : ‘ ebera gi terhadap orang
lain untuk

mempunyai apa de perbuatan hukum.

Qm : salingsmenghormati terhadap apa
yang telah mereka perjanjika ‘
Al-Qur’an antara lain dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya berbunyi sebagai
berikut: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu” (Chairuman

Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, 1996, hal. 2).
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b. Pengaturan Gadai.

Gadai ini diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata yaitu pihak kreditur

memiliki hak untuk menahan harta atau benda si. debitur sebagai jaminan

da bergerak
ekuasas . asi utang si
aktu berakhir

Maret 2018,

an izin untuk

orang yang

Sifat-sifat dari pegadaian adalah sebagai berikut:

1. Merupakan hak kebendaan
Hak benda yang dimaksud adalah pemilik benda tersebut mempunyai hak
untuk melakukan penuntutan seperti yang terdapat pada pasal 1977 ayat (2)
KUHPerdata apabila benda gadai tersebut hilang atau dicuri, untuk itu pihak

pemegang gadai harus bertanggung jawab.
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2. Hak gadai bersifat accessoir.
Gadai ini merupakan perjanjian tambahan saja atau berupa perjanjian

pokoknya, jadi semua teragantung dari ada atau tidaknya orang yang

melaksanakan

maka benda

.a ahulu (droit de preference).
5.Benda yang menjadi ob ‘ la

maupun tidak bertubuh.
6. Hak gadai adalah hak yang kuat dan mudah penyitaannya (Purwahid Patrik dan

Kashadi, 2005, hal. 15-16).
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Pada Pasal 1134 (2) KUHPerdata menyatakan: “hak gadai dan hipotik
lebih diutamakan daripada privilege, kecuali undang-undang menentukan

sebaliknya.”

memenuhi sya
a. Perjanjia
Perjanjian ¢ : ) jala alz diperbolehkan bagi
bukti perjanjia kok™. ! am melakukan
perjanjian

mendapatkan

benda yang diberikan tetap dalam kekuasaan debitor atas kemauan kreditor.
Dengan demikian hak gadai terjadi dengan dibawanya barang gadai ke luar dari
kekuasaan si debitor pemberi gadai. Syarat bahwa barang gadai harus dibawa

keluar dari kekuasaan si pemberi gadai ini merupakan syarat inbezitstelling”
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1. Cara terjadinya gadai pada piutang atas bawa (atas tunjuk atau aantoonder).
a. Perjanjian gadai.

Antara debitor dengan kreditor dibuat perjanjian untuk memberikan hak

ketiga yang dis a be . piutang atas bawa
(atas tunjuk) se ada surat b Y ,1’5 piutang. Surat
(piutang) atas ‘j ‘- : -L :;_ ang dibuat debitor, dimana
diterangkan bahwa ia berhutang : gt u kepada pemegang surat,
surat mana ahk: a ke ANQa ) ang berhak menagih
pembayaran i - engembalika ' S bawa itu kepada

debitor.

kepadanya untuk jangka waktu tertentu. Sertifikat deposito dikeluarkan atas bawa,
dapat diperjualbelikan sewaktu-waktu dan dijaminkan suatu kredit dari bank.
Bank dengan Nasabah melakukan pengikatan gadai dengan menahan asli
sertifikat asli deposito yang dijaminkan sampai fasilitas kreditnya lunas. Dalam
hal ini tidak diperlukan surat kuasa, namun untuk membuktikan bahwa bank

menahan sertifikat deposito tersebut secara sah, maka nasabah harus

13



menandatangani “Surat Kuasa Pencairan Deposito” (Mariam Darus Badrulzaman,
1981, hal. 97). Sedang contoh lain piutang atas bawa adalah obligasi, saham tidak
atas nama.

c. PengaturanPegadaian Syariah.

Perbedaan utama antara Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvesional
ini, pegadaian syariah dalam .menjalankan usahanya dengan berlandaskan pada
prinsip syariah sedangkan konvesional berlandaskan pada Undang-undang yang
telah berlaku untuk menjalankan bisnis dibidang gadai, gadai syariah ini dalam
menjalankan usaha untuk tidak memungut bunga dari nasabahnya karena
memungut bunga kepada nasabah dari biaya sewa modal (Heri Sudarsono, 2004,
hal. 181).

Dengan seiring kemajuan zaman dan tuntutan masyarakat muslim yang
ingin melakukan transaksi berdasarkan prinsip Islam di berbagai bidang kehidupan
termasuk transaksi di bidang Pegadaian, maka untuk itu Pemerintah mengeluarkan
Undang-Undang” Nomor: 10 Tahun 1998, perubahan atas Undang-Undang
Nomor: 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang- undang ini memberikan
peluang untuk diterapkan pada praktek perekonomian sesuai Syariah di bawah

perlindungan hukum positif, sebagaimana termuat pada Pasal 1 ayat 13 :

“Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam
antara Bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan
kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah,
antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudhorobah), pembiayaan
berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musyarokah), prinsip jual beli barang
dengan memperoleh keuntungan (Murobahah), atau pembiayaan barang modal
berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ljarah),atau adanya pilihan
pemindahan kepemilikan barang atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh
pihak lain (ljarah wa igtina)”
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Didalam islam “Transaksi gadai disebut dengan ar-rahn” (Zainudin Ali,
2008, hal. 1). Gadai menurut hukum Islam ini bertujuan atas dasar tolong

menolong sesamanya dan tidak mencari keuntungan atau bunga yang besar

52).

gadai tersebut tidak menyalahi pri ariah, sedangkan yang tidak sah adalah
apabila gadai tersebut menyimpang dari prinsip islam yang telah berlaku (Abu

Azam Al Hadi, 2017, hal. 170).
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Tujuan gadai dalam Islam tidak semata-mata untuk mencari keuntungan
dan laba, dalam Islam rahn yang diartikan dengan gadai tidak ada istilah bunga

uang, dalam melaksanakan fungsinya pengawasan keuangan menunjuk dewan

riba, maka
1.
2.
3 edi, 2011, hal.
64).
ta kepercayaan
dan jaminan gembalikan atau

@

salah satu lembaga vang o us kegiatannya adalah

- q%\\\‘ oo
memberikan pembiayaan. Usaha onesia diawali berdirinya Bank Van
Leening pada zaman VOC. Bank itu bertugas memberi pinjaman uang tunai pada
masyarakat dengan jaminan harta bergerak. Pada perkembangannya, berdasarkan

staatblad 1901 Nomor: 31 tanggal 12 Maret 1901, pada tanggal 1 April 1901
didirikanlah sebuah bentuk usaha pegadaian (Abdul Ghofur Anshori, 2008, hal.

23).
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Sebagai lembaga keuangan non bank milik pemerintah, PT Pegadaian
(persero) mempunyai Tugas, Tujuan serta Fungsi-fungsi pokok sebagai berikut:

a. Tugas Pokok.

Tugas Pokok p

1. Menegelola penyaluran uang pinjam atas dasar hukum gadai dengan cara
mudah, cepat, dan hemat.

2. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan
bagi pegadaian maupun masyarakat.

3. Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan dan

pelatihan.
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4. Mengelola organisasi, tata kerja dan tata pelaksanaan pegadaian.
5. Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan

pegadaian (Marzuki Usman, 1995, hal. 359).

Akad Gada
yang ada d

Syariah.

yang  diharapakan

diakses 10 April 2018, pukul 21.00).
Dalam hal ini pelaksanaan yang dimaksud adalah Pelaksanaan Akad
Rahn Antara Nasabah dengan Pihak Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Kota

Pekanbaru.

18



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Akad atau Perjanjian adalah “Persetujuan yang dilakukan secara tertulis
atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih dan berjanji akan menaati

apa yang sudah tersebut di persetujuan itu (Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K

dana”. Sedangl engertia % ] asa Indonesia
adalah ora isa ber C engan enjac anggan Pegadaian

(https://jurnal.usu.ac.i : dk/z ] 2506 Juni 2018).

Gadai adalah suatu hak jaminan kebendaan atas kebendaan bergerak
tertentu milik debitur atau seseorang lain atas nama debitur untuk dijadikan
sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang memberikan hak yang

didahulukan (Rachmadi Usman, 2009, hal. 105).
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F. Metode Penelitian.
Dalam Pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan metode yang

dianggap sesuai dengan objek penelitian, yaitu sebagai berikut:

hbservational

S mengenai
dari teknik
encanakan dan

liabilitas) dan

U penelitian yang

ang terjadi saat

Wirartha, 2005, hal. 34). Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Pegadaian
Syariah Cabang Ahmad Yani No. 28 Jalan .H. Imam munandar Kota Pekanbaru (

0811-709-7971).
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Dipilihnya lokasi ini sebagai tempat penelitian karena:

1. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani di kota pekanbaru yang

Operasionalnya berdasarkan prinsip syariah.

sebuah pe subjek yang

digunakan i, sampel, dan
teknik samy : 1 acak) yang dit penelitian ini akan
menggunaka

sejumlah sa

sampelnya itu dite enditi.ole ﬂh) Suhartono, 2000, hal.

21



N ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

ISIIATU

nery wejsy sej

Tabel I.1.

Responden dan Populasi Penelitian Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani

Kota Pekanbaru, Juli 2018.

a.

SAMPEL | %
1 100
1 100
7 30
7 30
16

Data sekunder adalah data yang
yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas.

Data tersier adalah data yang penulis peroleh dari Internet.

penulis peroleh dari literatur, buku-buku
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5. Alat Pengumpul Data

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

b.
C.
Analisis Da

ecara kualitatif,
yaitu pengu dalam kategori-
kategori persa dian data tersebut

Q@ nggunakan metode deskriptif
analitik, yaitu dengan cara p . , C diperoleh, kemduian di analisa
menurut apa adanya. Kemudian juga dilakukan analisis deduktif, yaitu membahas
data-data yang bersifat umum kepada kesimpulan. Dalam hal ini dengan
menguraikan pendapat ahli kemudian di analisa. Metode penarikan kesimpulan
dalam penelitian ini memakai metode induktif, karena metode induktif adalah

metode untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang

bersifat khusus.
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TINJAUAN UMUM

Kata asal terse ah [ an .f san arti sesuai konteks
pemakain \ la de . em-buhul dan

mengikat, a N 3 ikat janii - ] 2012, hal. 1).

terhadap orang an pe Se alk ara terang dan

jelas. Dengan demikia /S itu a K [ ﬂ hal, baik ikatan

berpengaruh terhadap objek perikata ebut (Fathurrahman Djamil, 2012, hal .

6).
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b. Asas Akad.
1) Asas Ibahah

Ibahah menyatakan bahwa apapun bentuk perjanjian yang dilakukan oleh

2)

udian hari.

3)
uk tidak boleh
cuali dilakukan

4)
elakukan perjanjian
rjanjian tersebut adalah

5) Asas Keseimbangan

Didalam asas ini didalam setiap perjanjian atau akad harusla memiliki
kesetaraan dan kedudukan yang seimbang, masing-masing pihak mempunyai
hak dan kewajiban yang seimbang dan tidak boleh menimbulkan kerugian

salah satu pihak.
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6)

7)

8)

Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)
Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para

pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak

sadaan  memberatkan

kewajibar hah ¢ : ¢ ng masuk akal.
Asas

Dengan asas ana j 3 g pihak haruslah
beritikad baik da 1 i ‘ '_'_ . Jan tidak dibenarkan

salah iha anya. Dalam hal

Asas keadilan ini menyatakan bahwa perjanjian harusla senantiasa
mendatangkan keuntungan yang ada dan seimbang, dan tidak boleh

mendatangkan kerugian bagi para pihak (Syamsul Anwar, 2010, hal. 92).
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2. Subyek dan Objek Akad.
a. Subyek Akad

Subyek hukum  (termasuk subyek perjanjian atau akad) mengandung

lah badan yang

ebagai penegak

dalam kehidupan sosial.
Subyek hukum berupa pribadi kodrati/manusia (mukallaf) maka syarat-syarat

yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
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a) Baligh.
Ukuran baligh adalah telah bermimpi (ihtilam) bagi laki-laki dan perempuan

telah haid. Baligh juga dapat dilihat dari umur yaitu sebagaimana tercantum

b) ang S 3 sehat, dengan

Selain baligh dan berakal sehat, dalam kaitannya dengan alagidin maka
terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan, yaitu:

a) Ahliyah (Kecakapan), yaitu kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan

dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan tasharruf, ahliyah

terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu:
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1.

b)

Ahliyah wujud, adalah kecakapan untuk memiliki sesuatu hak kebendaan.
Manusia dapat memiliki hak kebendaan sejak dalam kandungan untuk hak

tertentu yaitu hak waris. Manusia dalam kandungan telah dianggap sebagai

terdap

Wilayah (kewenang : yang pemiliknya dapat

ber-tasha

tindakan tertentu dalam hidupnya. Pemberian kuasa dari subyek hukum
kepada subyek hukum lainnya dengan cara pemberian kewenangan maka
subyek hukum lainnya dengan cara pemberiaan kewenangan maka subyek
hukum yang menerima kewenangan itu dianggap bertindak sebagai wali

dari obyek akad tersebut.

29



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

2) Badan Hukum

Badan hukum adalah badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum

dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan terhadap

adalah pada saat terjadinya akad, obyek akad telah ada.

Obyek dapat dijadikan obyek hukum dan dapat menerima hukum akad. Hal
ini merupakan kesepakatan para ulama, sebagai misal pakaian dapat
dijadikan obyek dagagan.

Obyek akad harus dapat ditentukan dan dapat diketahui oleh kedua belah

pihak, baik bentuk, sifat maupun kadarnya untuk mencegah timbulnya
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persengketaan di masa mendatang dan hal ini diserahkan pada kebiasaan yang
berlaku dalam masyarakat.

Obyek harus dapat diserahkan pada saat akad terjadi. Tetapi hal ini tidaklah

bahwa obyek tersebut

e .%

bertentanga ' ordpress.com,
diakses pad

Prinsip barang yang menjadi obyek | hn' untuk dijadikan
jaminan adalah bara : i ' 3 .' imt Sual dengan syariah,

atau kebera S ANQ: ‘ a hasil praktik

Syafi’iyah mengatakan barang yang dapat digadaikan itu berupa semua
barang yang boleh dijual. Menurut pendapat ulama rajih (unggul) barang-barang
tersebut harus memiliki tiga syarat yaitu:

1) Berupa barang yang berwujud nyata di depan mata, karena barang nyata itu

dapat diserah terimakan secara langsung.
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2) Barang tersebut menjadi milik, karena sebelum tetap barang tersebut tidak
dapat digadaikan.

3) Barang yang digadaikan harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi

a. Orangya
Menurut keter DASA ihe adalah orang,
persekutuan, atau bade 3 kapa #1 kan perbuatan
hukum.

b. Obyek aka
Pasal 24 b dihalalkan yang

pihak.
d. Terjadinya kata sepakat oleh masing-masing pihak (Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah, 2008, hal. 104).
Rukun akad rahn sendiri antara lain:
a. Ar-Rahin (Penerima gadai)
Untuk terjadinya suatu perjanjian gadai maka orang yang melakukan tersebut

harusla mempunyai cakap dalam hukum, apabila pihak yang tidak cakap dalam
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hukum maka perjanjian itu tidak akan berlaku, oleh karena itu perjanjian gadai ini
tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak waras, belum dewasa dan lain-lain.

b. Al-Murtahin (Pemberi gadai)

Benda yan us dibe 1 emiliki nilai.

e. Akad :
Benda gada g a belah pihak
(Mardani, 2 ’

4. Jenis Akad.

secara baik, sedangkan hasil dari usaha tersebut akan dibagi secara bersama dan
apabila pengelola saham ada terjadi kecurangan atau permasalahan maka yang
akan bertanggung jawab adalah pihak pengelola saham tersebut (Mardani, 2015,

hal. 95).
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Akad Musyarakah
Akad Musyarakah adalah perjaanjian yang dilksanakan kedua pihak

dalam hal melakukan usaha, apabila usaha yang dijalankan tersebut mendapatkan

g dilakukan
antara ra upat nda bergerak
yang ak u yang telah
ditentukan, rahin belum
sanggup un g diterimanya untuk
itu pihak ’ terhadap benda

yang telah dijual te ‘QQ gnya, maka sisanya harus
diberikan kepada rahin (ora .
Akad ljarah

Akad ijarah adalah akad yang obyeknya berupa penukaran manfaat benda
pada masa tertentu, yaitu pemilikan mafaat dengan imbalan, sama dengan orang
menjadi manfaat barang. Dalam akad ini ada kebolehan menggunakan manfaat

atau jasa dengan sesuatu berupa penggantian atau kompensasi.
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Dalam akad ini penerima gadai dapat menyewakan tempat penitipan
barang (deposit box) kepada nasabahnya. Barang yang dititipkan dapat berupa

barang yang dapat diambil manfaatnya atau tidak menghasilkan manfaat. Pemilik

s dilaksanakan
njian tersebut.
pasal 1234
KUHPerdata adalah: me ; sesuatu dan tidak

berbuat ses A stasi S erkenankan, harus
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Disini yang dimaksud dengan wanprestasi atau ingkar janji adalah
“pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak
menurut selayaknya”. Subekti, dalam bukunya hukum perjanjian menyebutkan
bahwa ingkar janji merupakan suatu sebab yang dialami siberutang belum bisa

melaksanakan sesuatu apa yang diperjanjikannya. Ingkar janji sendiri merupakan
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. Tinjauan

suatu hal yang sangat tidak baik. Ingakr janji sendiri merupakan suatu kelalaian
yang dilakukan seseorang terdapat empat jenis, yakni:

a.  Belum bisa melaksanakan apa yang telah dia lakukan.

. Definisi da

barang berger uasanya, sebagai
jaminan atas u oada kreditur untuk
mengambil pelunasa Q&. Uwdengan mendahuli kreditur-

kreditur lain, dengan pengecualia .' sebagai pelaksanaan putusan
atas tuntunan mengenai pemilikian atau penguasan, dan biaya penyelamatan
barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang
harus didahulukan (Pasal 1150 KUHPerdata).

Gadai dalam hukum perdata yaitu merupakan suatu hak jaminan
kebendaan atas kebendaan bergerak tertentu milik debitur atau seseorang lain atas

nama debitur untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang
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memberikan hak untuk didahulukan (voorrang, prefensi) (Rachmadi Usman,

2009, hal. 105).

Dari definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu:

Perjanjian pokok vyaitu perjanjian antara pemberi gadai atau debitur dengan
pemegang gadai atau kreditur yang membuktikan kreditur telah memberikan

pinjaman kepada debitur yang di jamin dengan gadai.
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Dalam KUHPerdata tentang bentuk perjanjian tidak disyaratkan apa-apa.

Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian gadai adalah bebas tidak terikat

oleh suatu bentuk tertentu artinya dapat diadakan secara lisan maupun tertulis.

Pendapat lain mengenai pengertian gadai juga dikemukakan oleh
Wiryono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa gadai adalah: “sebagai suatu hak
yang didaptkan si berpiutang atau orang lain atas namanya untuk menjamin
pembayaran utang dan memberi hak kepada si berpiutang untuk dibayar lebih
dahulu dari si berpiutang lain dari uang pendapatan penjualan barang itu

(Wiryono Prodjodikoro, 1986, hal. 153).
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2. Obyek Gadai.

Obyek gadai adalah segala benda bergerak, baik yang bertubuh maupun

tidak bertubuh. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1150 juncties 1153 ayat (1), 1152

a.

at-surat tunjuk

g o

dan Kashadi,

tidak lepas dari

A3 L T

g jawaban atas

la berhak untuk mendapat pemberitahuan terlebih dahulu dari pemegang
gadai apabila barang gadai akan dijual.

la berhak mendapat kelebihan atas penjualan barang gadai setelah @'
dengan pelunasan hutangnya.

la berhak mendapat kembali barang yang digadaikan apabila hutangnya

lunas.
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Kewajiban Pemberi Gadai:

a. la berkewajiban menyerahkan barang yang dipertanggungkan sampai pada
waktu hutang dilunasi, baik mengenai jumlah pokok maupun bunga.

b. erutama dalam hal
C. yang telah
matkan barang yang
d. jika pemegang
kan ebut (Budi Untung,

Adapun Ha

1)

a. erta ggungkan sampai
lah pokok maupun
b. nasaan ini dari pendapatan

penjualan barang tersebut, apabila orang yang berhutang tidak menepati
kewajibannya. Penjualan barang itu, dapat dilakukannya sendiri, tetapi
dapat juga ia meminta perantaraan hakim. Oleh hakim, ditetapkan barang itu
menjadi milik orang yang menghutangkan itu sebagai pelunasaan hutang

sebelumnya atau hanya untuk sebagaian saja.
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c.  Pandnemer berhak untuk meminta ganti biaya-biaya yang ia telah keluarkan
untuk menyelamtkan barang tanggungan itu.

d.  Pandnemer untuk mengadaikan lagi barang tanggungan itu, apabila hak

2)

Pemegang gadai harus memberikan perhitungan tentang pendapatan dari
penjualan barang gadai dan setelahnya mengambil pelunasan utangnya,
harus menyerahkan kelebihannya kepada debitur.

d.  la harus mengembalikan barang gadai apabila utang pokok, bunga, dan
biaya untuk menyelamatkan barang gadai telah dibayar lunas (Oey Hoey

Tiong, 1985, hal. 18).
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C. Tinjauan Umum Tentang PT Pegadaian Syariah.
1. Sejarah Pegadaian dan Pegadaian Syariah

Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai, lembaga
semacam ini pada-awalnya berkembang di_ltalia yang kemudian di praktekkan di
wilayah-wilayah Eropa lainnya, misalnya Inggris dan Belanda. Sistem gadai
tersebut masuk ke Indonesia di-bawa dan di kembangkan oleh (VOC) vaitu sekitar
abad ke-19.

Dalam rangka memperlancar Kkegiatan perekonomiannya VOC
mendirikan Bank dan Leening yaitu lembaga kredit yang memberikan kredit
dengan sistem gadai, Bank Van Leening didirikan pada pertama di Batavia pada
tanggal 20 Agustus 1746 berdasarkan Keputusan Gubernur Jendral \VVan Imhoff.
Tetapi setelah Inggris mengambil ahli kekuasaan Indonesia dari Belanda (1811-
1816) Bank Van Leening~milik Belanda tersebut dibubarkan dan Gubernur
Jendral Thomas Stamford Raffles menyatakan setiap orang boleh mendirikan
usaha pegadaian dengan izin dari pemerintah daerah setempat. Namun metode
tersebut berdampak buruk di karenkan pendirian pegadaian menjalankan praktek
rentenir atau lintah darat yaitu dengan menetapkan bunga pinjaman sewenang-
wenang, namun pada saat Belanda berkuasa kembali di Indonesia (1816)
menetapkan bahwa kegiatan pegadaian di tangani langsung oleh pemerintah agar
dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.
Dan akhirnya pemerintah Hindia belanda mengeluarkan staatsblad (Stbl) 1901
No. 131 tanggal 12 Maret 1901. Selanjutnya pada tanggal 1 April 1901 didirikan

pegadaian pertama di Sukabumi (Jawa Barat), Sekaligus ini merupakan awal

42



berdirinya pegadaian di Indonesia, serta menjadi hari ulang tahun pegadaian
(Adrian Sutedi, 2011, hal. 80).

Pada awalnya Lembaga Pegadaian ini sering beganti-ganti nama seiring
dengan zaman dan perkembangan bisnisnya, terbukti bahwa pegadaian ini telah 4
(empat) kali mengganti nama perusahaannya, mulai dari Perusahaan Negara pada
tahun 1960, Perusahaan Jawatan:1971; Perusahaan Umum pada tahun 2003 dan
yang paling terakhir perusahaan pegadaian ini berganti nama lagi dari Perusahaan
umum menjadi Perusahaan Persero pada tahun 2011, perubahan tersebut
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2011 tentang perubahan
bentuk badan hukum pegadaian dari perum menjadi _persero. Dengan demikian
atas perubahannama pegadaian ini maka pihak pegadaian.sendiri agar lebih
mampu dalam melakukan pengelolaan dan pemberian bantuan pinjaman kepada
masyarakat yang tidak mampu, dengan cara yang tidak ribet dan dilakukan secara
sederhana, sesuai dengan motto yang ada di pegadaian yaitu: “Mengatasi Masalah
Tanpa Masalah” (Dahlan Siamat, 2001, hal. 501-502).

. Sejarah Pegadaian Syariah.

Sejarah Pegadaian Syariah di. Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan
kemauan masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi ekonomi berdasarkan
prinsip-prinsip  Islam  dan berdasarkan kebijakan Pemerintah  dalam
pengembangan praktek ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan
Hukum Islam, oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-
undangan untuk meligitimasi secara hukum positif pelaksanaan praktek bisnis

sesuai dengan prinsip Syariah termasuk didalamnya adalah gadai Syariah,
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kemudian DPR bersama Pemerintah merumuskan Rancangan Undang-undang
Perbankan yang kemudian disahkan pada bulan Mei 1998 menjadi Undang-
Undang Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, diantara peluang bertransaksi
sesuai syariah adalah sebagimana termuat padaPasal 1 ayat 12:

“Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau
tagihan yang dipersamakan dengan itu atau kesepakatan pinjam meminjam atau
kesepakatan antara Bank denganpihak:lain ,yang memwajibkan pihak yang
dibiayai untuk mengembpalikan uang atau tagihanttersebut setelah jangka waktu
tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”

Gadai - Syariah (Rahn) merupakan suatu produk syariah dengan sistem
pembiayaan dana kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan kehidupannya
dalam menjalankan tugasnya pegadaian syariah ini tidak boleh melanggar aturan
syariah yang telah ditetapkan
(http/www.dunia-angie.blogspot.com/2018/05/perkembangan-pegadaian-syariah-
di.html, diakses pada tanggal-22November 2018, pukul 22.00).

Pegadaian Syariah Cabang Ahmad yani di kota Pekanbaru berdiri pada
Tahun 2008 dan mulart efektif bekerja melayani gadai yang sesuai Syariah, sampai
sekarang, dan perkembangan gadai syariah tersebut tidak sepesat Perbankan
Syariah yang memang diminati banyak nasabah kelas menengah keatas, karena
kesan gadai adalah hanya diminati oleh masyarakat kelas bawah yang bersifat
konsumtif, hal ini terlihat dari produk yang ditawarkan oleh Pegadaian
Syariah Cabang Ahmad Yani di kota Pekanbaru belum banyak karena peminatnya
masih relatif di dominasi oleh kalangan bawah yang dengan terpaksa lari ke

Pegadaian karena kebutuhan yang mendesak, hal ini penulis ketahui ketika berada

di Pegadaian dan mencoba wawancara dengan seorang nasabah yang datang di
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Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani di kota Pekanbaru.

. Pengertian Rahn.

Rahn dalam istilah disebut juga dengan gadai, rahn yang dimaksud disini

November 3). Ji ang d S { “ ng yang akan
melakukan pena arha ndanya - : as pinjaman yang
didapatkannya, U apal 2 ga ! "_-_, hu ah-berada di bawah

kekuasaan K pemberi a S ; diterima (Hendi

menetap, dan memiliki pengertian tetap dan kontinyu, ada berbendapat kata rahn
bermakna tertahan, dengan dasar Firman Allah SWT yang artinya:

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya ”
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Pada ayat tersebut kata Rahinah bermakna tertahan pengertian kedua ini
hampir sama dengan yang pertama karena yang tertahan itu tetap di tempatnya.

Sedangkan menurut zainuddin dan jamhari, gadai adalah menyerahkan

aranya:

erahkan barang

sebagai

. Gadai 3 g Va i eguhan atau penguat

4. Sedangkan dalam Figih Sunnah menurut bahasa ar-Rahn adalah tetap dan
lestari, seperti juga dinamai al-habsu adalah penahanan, seperti dikatakan
Ni’Matun Rahinah yang artinya karunia yang tetap dan lestari (Hendi

Suhendi, hal. 105). Sedangkan menurut syar’a apabila seseorang ingin berhutang

kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak
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bergerak atau berupa ternak berada di bawah kekuasaannya (pemberi pinjaman)
sampai ia melunasi hutangnya.

Ar- Rahn yang dimaksud adalah menahan harta yang dimiliki oleh

oleh para a
1. Ulama S
al sebagai jaminan

sanggup untuk

dipenuhi dari harganya, bila yang berharga tidak sanggup membayar utangnya.
3. Ulama Malikiyyah mendefenisikan sebagai berikut:
Rahn adalah sesuatu yang bernilai harta (Mutnawwal) yang diambil dari

pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengkita).
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4. Muhammad Syafi’i Antonio
Rahn (Gadai Syariah) adalah menahan salah satu harta milik nasabah

(Rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas utang/pinjaman (marhun-bih) yang

ngan demikian, pihak

ll “

N o "
‘Supriyadi, 2012,
Pl

gadai dapat

dijalankan gan. Mengenai
kapan dipe etapkan secara
ersifat tabi’iyah
akad lain yang

dijalankan secars g : arat yang harus

Untuk suatu perjanjian, maka masing-masing pihak harus memenuhi
syarat sebagai subjek hukum. Didalam dunia bisnis, pihak yang menerima gadai
biasanya berupa perusahaan pegadaiaan.

Objek rahn ialah barang yang digadaikan (marhun).
Keberadaan ~ marhun  berfungsi  sebagai  jaminan  mendapatkan

pinjaman/hutang (marhun bih). Para fugah berpendapat, bahwa setiap harta benda
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(al-mal) yang sah diperjual belikan, berarti sah pula untuk dijadikan sebagai
jaminan utang (marhun).

Gadai merupakan perjanjian yang objeknya bersifat kebendaan

)bjek jaminan

melalui bukti

fugaha sepakat, bahwa perjanjian gadai mulai berlaku sempurna ketika barang
yang digadaikan (marhun) secara hukum telah berada ditangan pihak berpiutang
(murtahin). Apabila barang gadai telah dikuasi (al-qabdh) oleh pihak berpiutang,
begitu pula sebaliknya, maka perjanjian gadai bersifat mengikat kedua belah

pihak. Pernayataan ijab gabul yang terdapat dalam gadai tidak boleh digantungkan
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(mu’allag) dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan hakikat rahn

(Burhanuddin S, 2010, hal. 172).

Sedangkan Menurut Sayyid Sabig, apabila seseorang ingin melakukan

perjanjian maka harus memiliki.4.(empat) syarat sahnya perjanjian yaitu:

a. Orang yang memiliki akal sehat.

b. Pada saat melakuka perjanjiantersebut.sudah dewasa.

c. Pada saat melakukan perjanjian maka barang tersebut harus sudah ada
pada saat perjanjian berlangsung.

d. Barang gadaian dipegang oleh orang yang menerimanya atau wakilnya.

(M. Quraish Shihab, 2000, hal. 255).

5. Dasar Hukum-Gadai Syariah.

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN- MUI/V1/2002 tentang Rahn.

Perjanjian dengan menggadaikan barang sebagai jaminan-utang dalam Rahn

dibolehkan dengan ketentuan :

a.
b.

Murtahin mempunyai hak untuk menahan marhun.

Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun
tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak
menggurangi nilai Marhun, dan pemanfaatnya itu hanya sekedar pengganti
biaya pemeliharaan dan‘perawatannya.

Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban
Rahin, namun dapat juga dilakukan oleh murtahin, sedangkan biaya
pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.

Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan
berdasarkan jumlah pinjaman.

Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk
melunasi utangnya.

Apabila Rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka Marhun dijual
paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya
pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
Kelebihan dari hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya
menjadi tanggungan Rahin”

50



2. Al Qur’an (QS al Bagarah 283):
Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagaian
kamu mempercayai sebagaian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan_hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya; dan jaganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan
barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang
yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

3. Hadis Riwayat Imam Bukhori:
Artinya : Dari A’isah v a. Dia berkata Rasullah pernah membeli dari orang
yahudi makanan dan Beliau menggadaikan baju besinya. Hadis Riwayat Imam
Bukhori dan.-Ahmad. Artinya : ‘“Dari Anas berkata Rasullah pernah
menggadaikan baju besi pada orang Yahudi di Madinah dan Beliau mengambil
gandum untuk keluarganya”

Berdasarkan ayat al Qur’an diatas mayoritas ulama.sepakat gadai itu
boleh dilakukan tanpa syarat, adapun yang mensyaratkan harus dalam kondisi
berpergian dan tidak ada, menurut lbnu Hazm beliau berpendapat : Artinya :
“Tidak boleh mensyaratkan gadai kecuali pada jual beli yang tidak tunai dalam
berpergian atau salam (pesanan) yang tidak tunai khusus pada waktu berpergian
atau utang piutang didalam berpergian karena tidak adanya penulis”

Menurut Pendapat™lbnu._Hazm tersebut juga didukung oleh Mujahid
seorang Ulama Fikih dari kalangan Dhohiri yang mengatakan : Artinya :

“Bahwasannya tidak dibolehkan gadai kecuali dalam keadaan berpergian” (Ibnu

Hazm, Al Muhalla, Tanpa Tahun, hal. 89).
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6. Tujuan dan Manfaat Pegadaian Syariah.
Pada prinsipnya Tujuan dan Manfaat usaha Pegadaian untuk memberikan

pinjaman dana kepada masyarakat luas serta mengembalikan keuntungannya

dari bunga yang

asyarakat yang

a. Manfaat dari nasaba A pasabah melakukan gadai tidak

memerlukan waktu yang cukup lama, pencairan dana tersebut bisa
langsung didapat dengan waktu yang cepat tidak seperti perbankan. Dan di
Pegadaian Syariah juga dilakukan penghitungan terhadap benda nasabah

secara profesional dan tempat penyimpanan yang aman.

52



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

b. Manfaat bagi Pegadaian:
Pegadaian Syariah akan mendapatkan penghasilan dari ongkos yang

dibayarkan oleh nasabah yang melakukan peminjaman berupa sewa modal.

isasi yang jelas

isasian tersebut

Berdasarkan definisi diatas, bahwa betapa pentingnya suatu organisasi
dalam melaksanakan segala kebijakan yang dibuat oleh tingkat administrasi
ataupun manjeral. Struktur organisasi dilakukan agar untuk mengatur semua
sumber-sumber yang diperlukan termasuk didalamnya adalah manusia, jadi
apabila dalam suatu struktur organisasi sudah berjalan dengan tugas, wewenang,

dan tanggung jawabnya dengan baik, maka pekerjaan yang dikehendaki dapat
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dilaksanakan dengan berhasil. Sedangkan menurut Oteng Sutisna yang

memberikan batasan pengorganisasian sebagai “kegiatan menyusun struktur dan

membentuk hubungan-hubungan agar diperoleh kesesuaian dalam usaha
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Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota

Pekanbaru 2018.

PIMPINAN CABA

3\ 1) R
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Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru 2018-2019.
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8. Jenis-Jenis Produk Pegadaian Syariah.

PT Pegadaian Syariah cabang Ahmad Yani Pekanbaru mempunyai 3 (tiga)

produk yang utama yaitu :

hana untuk
uai syariah

. dan kendaraan

Arrum Haji adalah gadai emas setara 15 gram (logam mulia) untuk
mendapatkan porsi haji.
Syarat-syarat memperoleh pinjaman Arrum Haji :
1. Menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Paspord dan menunjukkan aslinya.
2.Minimal usia 12 tahun, maksimum usia saat jatuh tempo pinjaman adalah

65 tahun.
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3.Arrum Haji diperuntukkan bagi nasabah yang belum menunaikan ibadah

haji atau telah menunaikan ibadah haji dan menunaikan ketentuan

kemenag.
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A. Kendala Nasaba

BAB 111

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

melakukan Akad Rah a Pegadaian Syariah

memahami

Pada . Pelaksan: ad ra o an+Syariah Cabang
Ahmad Ya ‘ b I oleh nasabah
yang ada di Pegadaian Syari g Kot aru, dikarenakan

masih kuran ar ' : 2 pelaksanaan akad rahn.

biaya pinjaman dan batas jatuh tempo kepada rahin. Kebanyakan dari rahin masih
bersifat pasif, hal ini dialami oleh salah seorang nasabah yaitu Bu Mutia. Dan
ditambah lagi Bu Mutia sendiri juga tidak paham apa yang akan ditanyakan
(Mutia, wawancara, 06 November 2018).

Menurut staff yang berada di Pegadaian Syariah bahwa perjanjian yang

dilakukan antara nasabah (rahin) dan pihak Pegadaian Syariah (murtahin) ini

belum seluruhnya dipahami oleh kebanyakan rahin. Apabila pihak rahin sudah
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mendapatkan dana yang ia terima dari pihak Pegadaian Syariah Cabang Ahmad
Yani Kota Pekanbaru dalam tempo yang cepat, rahin tidak mencermati apa
maksud akad yang telah disepakati kedua belah pihak lakukan. Jadi apabila pihak
rahin hanya ingin° mendapatkan. uang dengan proses yang. sangat mudah dari
Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru, tetapi pihak rahin
sendiri tidak mencermati dan tidak paham/isi cdari perjanjian tersebut, maka itu
akan sangat merugikan bagi pihak rahin sendiri, karena apabila pihak rahin ini
telah habis jangka waktu perjanjiannya, dan melewati satu hari dalam jangka
waktu tersebut maka akan dikenakan hitungan sepuluh hari.

Bu Mutia juga mengatakan bahwa isi perjanjian rahn tersebut sudah
tersedia dan dibuat langsung oleh pihak pegadaian syariah, jadi disini pihak si
rahin tidak bisa menambahkan dari isi perjanjian yang sudah dibuat oleh
pegadaian syariah, dengan i/demikian pihak rahin masih belum memahami dan
mencermati isi perjanjian tersebut, untuk itu pidak pegadaian Syariah juga harus
memberikan penjelasan yang baik kepada rahin agar tidak terjadi hal yang tidak
diinginkan kemudian hari (Yuri Aryani, wawancara, November 2018).

Berdasarkan penjelasan. diatas terdapat Adanya miskomunikasi antara
rahin dan murtahin menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan akad rahn di
Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru. Untuk itu harus
memiliki peran yang aktif bagi pegawai Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani
Kota Pekanbaru dalam hal menjelaskan akad rahn secara rinci kepada nasabah
(rahin), sehingga pada saat jatuh tempo tidak terjadi permasalahan yang membuat

nasabah (rahin) kaget, seperti menjelaskan bagaimana pada saat jatuh tempo apa
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yang harus dilakukan nasabah (rahin) harus membayar cicilan hutang induknya ke

Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru. Apabila harga barang

jaminan nasabah turun, ini akan berpengaruh pada proses pelelangan, dengan

pegadaian
seperti itu
dengan bai

Masalah Tanp

. Pemberitah F: 2 sisten atau tidak

pasti apabila

Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap akad rahn yang telah
disepakati yaitu pinjaman yang sudah seharusnya dibayar (jatuh tempo) tetapi
rahin karena suatu sebab dan tanpa ada alasan belum dapat membayarnya, maka
rahin tersebut dikatakan telah ingkar janji (wanprestasi) (Yuri Aryani,

wawancara, 09 November 2018). Apabila nasabah (rahin) tidak melaksanakan
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kewajibannya atau wanprestasi, maka pihak Pegadaian akan melakukan penjualan

marhun dengan prosedur sebagai berikut (M. Ali Mansyur, 2007, hal. 102-103).

1. Pegadaian Syariah melakukan penjualan barang atau benda milik si rahin

Jadi seharusnya mekanisme untuk pemberitahuan jatuh tempo ataupun
pelelangan terhadap barang agunan nasabah seperti yang tertera diatas, melalui
surat pemberitahuan ke nasabah ke alamat nasabah, telepon, dan/atau diumumkan
di papan pengumuman kantor cabang, informasi di kantor kelurahan/kecamatan.
Tetapi yang sering terjadi di lapangan proses pemberitahuan jatuh tempo rahin

atau nasabah dilakukan dengan cara pemberitahuan melalui telepon atau SMS.
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Hal ini penulis ketahui pada saat melakukan penelitian di PT Pegadaian Syariah

Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru, terkadang pada saat pemberitahuan telepon

kepada nasabah (rahin) sedang tidak aktif sehingga mereka tidak mengetahui

ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman lihat tabel di bawah.
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Tabel LII.
Biaya Administrasi Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota

Pekanbaru 2017-2018.

rahn yang tertera dalam Surat Bukti Rahn (SBR) dapat diketahui bahwa

pengenaan biaya administrasi (Munah Akad), dibebankan dengan menggunakan
akad rahn (gadai). Tetapi apabila kita merujuk pada ketetapan Fatwa MUI Nomor
25/DSN-MUI/1I1/2002 tentang Rahn yang menyatakan bahwa tidak terdapat
mengenai biaya administrasi, didalam fatwa tersebut hanya terdapat biaya

penyimpanan dan pemeliharan marhun. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat kita
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ketahui bahwa yang terdapat didalam rahn ini adalah biaya untuk penyimpanan
dan pemiliharan saja bukan biaya administrasi.

Dengan demikian berdasarkan fatwa tersebut tidak mengatur mengenai
pengenaan biaya.administrasiy.tetapi biaya.administrasi ini.justru timbul dalam
Qardh yaitu pada angka 3 yang mengatur bahwa “Biaya administrasi ini
debabankan kepada Nasabah.-Akan: tetapi, praktek yang terjadi di Pegadaian
Syariah Cabang Ahmad.  Yani pengenaan biaya .administrasi dilakukan
berdasarkan akad rahn. Dengan demikian, biaya adminstrasi- ini tidak dapat
dilakukan berdasarkan akad rahn (gadai). Pengenaan biaya administrasi ini diatur
dalam Qardh. Jadi, pada dasarnya biaya administrasi ini boleh dilakukan dalam
Qardh namun gardh ini tidak digunakan untuk transaksi rahn (gadai) di Pegadaian
Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru.

Jadi disini terdapat.adanya kelemahan Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-
MUI/IV/2001 tentang Qardh tidak mengatur serta tidak menjelaskan akad
tambahan yang seharusnya digunakan untuk pengenaan biaya administrasi.
Sebaiknya, Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IVV/2001 tentang Qardh
menjelaskan akad yang “seharusnya ‘digunakan dalam pengenaan biaya
administrasi. Biaya administrasi tidak dapat dilakukan dalam satu akad dengan
Qardh karena pada dasarnya dalam qardh tidak diperbolehkan adanya biaya
tambahan apapun. Apabila biaya administrasi diletakan dalam satu akad dengan
gardh maka biaya administrasi diperbolehkan dalam Fatwa DSN MUI Nomor
19/DSN-MUI/IV/2001 tentang gardh namun tetap harus dilakukan dengan akad

baru.
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Berdasarkan penjelasan tersebut maka pihak Pegadaian Syariah Cabang
Ahmad Yani harus menjelaskan mengenai akad yang seharusnya digunakan untuk
biaya admnistrasi. Apabila tidak dijelaskan mengenai akad yang seharusnya
digunakan serta.mengenai sistem pengenaan biaya administrasi maka akan
membingungkan serta mengakibatkannya kendala bagi pihak nasabah. Praktik
yang terjadi di Kantor Pegadaian Syariah:Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru
besar biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah ditentukan berdasarkan
jumlah golongan marhun bih (uang pinjaman). Padahal berdasarkan pengamatan
penulis secara langsung di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota
Pekanbaru biaya produksi yang dikeluarkan ‘oleh Kantor Pegadaian Syariah
Ahmad Yani Kota Pekanbaru adalah sama. Baik nasabah yang memperoleh
marhun bih (uang pinjaman) golongan A, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D kebutuhan
produksinya adalah sama, wyaitu biaya untuk foto copy identitas diri nasabah
(KTP, SIM dan Paspor) serta biaya untuk mencetak Surat Bukti Rahn (SBR).
Jenis Surat Bukti Rahn (SBR) yang diterima oleh nasabah juga sama jenisnya.
Oleh karena itu, pengenaan biaya administrasi seharusnya dikenakan dengan
jumlah yang sama bagi setiap nasabah.

Apabila Pengenaan biaya administrasi ditentukan berdasarkan golongan
pinjaman atau berdasarkan besar jumlah marhun bih (uang pinjaman) yang
diterima oleh nasabah maka pengenaan biaya administrasi sama halnya dengan
bunga (interest). Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang
bunga (interest) yang dimaksud “Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam

transaksi pinjaman uang (al-gardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman

65



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

. Penyelesai:

tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo
waktu, diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan

presentase. Dengan demikian biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan

golongan pinjama ;‘ i de enar telah dikeluarkan
oleh pih ada %.
nasabah dapat: ar M ;
: bl
dengan ; s

diakses 10

Kota Peka

Di dala ; - _ » menentukan adalah
ditandatanganinya perjanji adai Ja anjian ini dilihat
dari aspek h janji - can adanya pers para pihak. Pada

hakekatnya dalam"z esensi ke erwi jud dalam bentuk

tertulis tangan ada pada PT Pegadaian Syariah yang disebut dengan Surat Bukti

Rahn (SBR).
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Dalam suatu perjanjian baik kreditur maupun debitur sama-sama
memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi. Prestasi menurut hukum perdata
sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata adalah untuk
memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak-berbuat sesuatu.

Sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian gadai yang dibuat
antara rahin _dan murtahin (Regadaian Syariah) juga berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya, hal ini diatur di dalam Pasal 1338
KUHPerdata. Jadi dapat dikatakan bahwa para pihak wajib untuk memenuhi
perjanjian yang telah disepakati beserta resikonya. Sehingga dapat dikatakan
apabila salah satu pihak baik rahin maupun murtahin (PT Pegadaian Syariah)
tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan prestasi tersebut, maka pihak yang
tidak melakukan Kkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut dikatakan
wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 1238 KUHPerdata
yaitu: dalam hukum perjanjian, jika seorang debitur tidak memenuhi isi perjanjian
atau tidak melakukan hal-hal yang dijadikan, debitur tersebut telah melakukan
wanprestasi dengan segala akibat hukumnya (Tan Kamelo, 2006, hal. 238).

Pada umumnya yang melakukan wanprestasi pada PT Pegadaian Syariah
adalah pihak rahin (nasabah) dari PT Pegadaian Syariah. Sedangkan wanprestasi
yang dilakukan oleh murtahin (PT Pegadaian Syariah) sangat mungkin kecil
kemungkinannya. Walaupun PT Pegadaian Syariah kecil kemungkinan
melakukan wanprestasi, bukan berarti PT Pegadaian Syariah tidak pernah
melakukan tindakan wanprestasi yang merupakan akibat dari kelalaian dari

petugas yang bekerja di PT Pegadaian Syariah. Apabila pihak PT Pegadaian

67



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Syariah yang dalam hal ini selaku kreditur melakukan wanprestasi maka PT
Pegadaian Syariah tersebut akan memberikan ganti rugi kepada pihak debitur,

sehingga debitur tersebut merasa tidak dirugikan.

ilakukan pada

1. Diakibat a lalair ak de a Se atau tidak sanggup

2. Diakibatkan karena fa 3 an (force majeur)

1. Secara Damai (Non-Litigasi);
2. Melalui jalur hukum (Pengadilan).
a. Pelaksanaan Penyelesaian secara damai (Non-Litigasi)
Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (Non-Litigasi) menggunakan
cara yang berbeda dengan penyelesaian sengketa di pengadilan, antara lain dengan

memakai mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian di bidang ekonomi.
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Bentuk penyelesaian sengketa secara mediasi diatur secara tersendiri di dalam
Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, yang menyatakan Mediasi adalah
cara penyelesaian’ sengketa ‘melalui proses.perundingan. untuk memperoleh
kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator
(http:/journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview; diakses 03 November 2018). Jadi
Pelaksanaan secara damai sebenarnya merupakan prioritas PT Pegadaian Syariah.
PT Pegadaian Syariah mengutamakan prinsip kekeluargaan serta mengingat
sebagian besar rahin merupakan golongan ekonomi lemah. Upaya perdamaian
dilakukan dengan cara musyawarah atau bicara secara kekeluargaan, musyawarah
dan bicara secara kekeluargaan disini pihak  PT Pegadaian Syariah akan
memberikan solusi kepada pihak Rahin dengan cara memperpanjang jangka
waktu kredit dan jangka waktu angsuran, misalnya semula-angsuran ditetapkan
setiap 4 (empat) bulan kemudian menjadi 6 (enam) bulan. Hal ini pernah
dilakukan oleh Bapak Gunawan seorang nasabah Pegadaian Syariah Cabang
Ahmad Yani Kota Pekanbaru, beliau belum bisa mengembalikan uang pinjaman
sesuai dengan Akad yang telah disepakati,snamun beliau melakukan dengan cara
memperpanjang jangka waktu akad dan menambah cicilan marhun bih agar tidak
terjadi pelelangan terhadap barang jaminannya tersebut.
b. Pelaksanaan Penyelesaian melalui jalur hukum (Pengadilan)

Pada dasarnya Penyelesaian melalui jalur hukum atau pihak ketiga melalui

pengadilan merupakan jalan terakhir jika tidak ada lagi jalan lain yang bisa

ditempuh dengan cara perdamaian. Tetapi upaya pengadilan ini tidak pernah
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terjadi di PT Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru,
dikarenakan penyelesaian melalui pengadilan memerlukan waktu yang relatif

lama. Oleh karena itu, apabila rahin atau nasabah belum bisa mengembalikan

keuangan 'syariah bai ~ : at wan Syariah
Nasional.

boleh tida i ) ’) ; as Syariah yang

kredit 2018.
NO payar angsuran kredit
1
2 Juni 3
3 Juli 27
4 Agustus 53
5 September 54
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Total 138

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani kota Pekanbaru.

kredit ya

demikian

Dilaksanakan setelah jatuh tempo 120 hari atau 4 bulan dari tanggal Akad, pada
Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru ada beberapa barang
agunan nasabah yang sudah dilelang karena sudah tidak sanggup membayar atau
memperpanjang jangka waktu Akad Rahn tersebut, untuk lebih jelasnya mengenai

jumlah barang agunan nasabah yang dilelang lihat tabel dibawah.
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Tabel 1.1V.

Jumlah Agunan Nasabah Yang dilelang Tahun 2018-2019.

JUMLAH

teguran v <@ ak - abang Ahmad Yani
Kota Peka
Pegadaian
mengindahk

memperpanjang jé

Syariah) yang menyatakan bahwa “Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo
tidak dilakukan Pelunasan dan/atau perpanjangan akad, maka Murtahin
(Pegadaian) berhak melakukan penjualan Marhun (Barang Jaminan) melalui

lelang”.
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Hasil penjualan lelang setelah dikurangi biaya lelang yang menjadi hak
pegadaian syariah adalah uang pinjaman dan uang sewa modal sedangkan sisanya
menjadi hak debitur (nasabah). Biaya lelang dipungut langsung oleh Pegadaian
Syariah kemudian disetorkan.. langsung . kepada negara.Jadi, barang yang
digadaikan sudah terlelang, nasabah tetap mempunyai hak atas sisa penjualan
lelang yang disebut dengan uangkelebihan: Hak untuk mengambil uang kelebihan
ini selama 1 (satu) tahun sejak dari tanggal lelang. Nasabah dapat mengambilnya
dengan menyertakan Surat Bukti Rahn (SBR) asli serta memperlihatkan bukti
kartu identitas (Yuri Aryani, wawancara, 20 November 2018).

Jadi istilah ingkar janji dalam perjanjian ini_adalah apabila seseorang
tidak bisa menepati janjinya atau tidak bisa melakukan kewajibannya yang
dilakukan sebagaimana pada saat melakukan perjanjian tersebut (Abdul Thalib
dan Admiral, 2008, hal. 171)-

Pegadaian Syariah ini adalah Lembaga Keuangan Non Bank yang
mempunyai nilai sosial yang amat tinggi, apabila dilihat dari cara dan batas
minimal pinjaman, serta penerimaan barang gadai apa saja yang bisa digadaikan.
Hal ini bisa dilihat dari batasan uang pinjaman yang relatif rendah dilayani yaitu
terendah pinjaman di pegadaian syariah hanya Rp. 50.000,- sampai dengan Rp.
500.000,- dan proses yang sangat sederhana, cepat dan tidak berbelit-belit,
berbeda dengan perbankan proses yang lama dan persyaratan banyak. Pada
dasarnya barang agunan adalah sebagai kepercayaan dalam hutang piutang, akan
tetapi karena untuk melindungi kepentingan Murtahin (pihak Pegadaian Syariah)

yaitu jika rahin atau nasabah mengingkari janji, sehingga barang tersebut akan
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dijual oleh Murtahin dan apabila tidak laku atau sulit untuk menjualnya, akan
merugikan pihak Murtahin itu sendiri, oleh kerana itu Murttahin (Pegadaian

Syariah) sebagai Lembaga Badan Usaha Milik Negara menetapkan aturan

terhadap jenis ba di Pegadaian. Sampai

saat iniF ‘ ‘!H““ ..a agai agunan

Syariah be em al at e elrng ke ajuan sistem
ekonomi sekara egadaia : sedangkan
pihak B S sekar: 3 : sistem gadai,
sedangkan : : dah me m_pembiayaan dengan bagi

hasil (Riza
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Kendala dalan G - Ak ah . nasabah yang belum

produk-produk yang ada dalam pegadaian syariah, sehingga nasabah yang
mayoritasnya adalah kalangan menegah kebawah lebih memahami tentang
prosedur akad rahn sehingga pihak pegadaian syariah pun tidak mengalami

kesulitan dalam pelaksanaan akad rahn, dan pengenaan biaya administrasi
untuk akad rahn seharusnya tidak ditentukan berdasarkan jumlah

pinjaman rahin atau nasabah.
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2. Seharusnya Undang-Undang mengenai Pegadaian Syariah segera dirumuskan

agar dapat berjalan dengan prinsip-prinsip syariah.
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